
BUPATI SOLOK SELATAN "'.'

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SEIATAN,

a, bahwa dengan belum tera,komodirnya beberapa ketentuan

tentang Pemberian TPP, berupa Aspek prilaku kerja serta

aspek prestasi kerja dan kriterii penerima TPP dalam

Peraturan Bupati Soiok Seiatan Nomor 41 Tahun 2017

tentang Pemberian Tambahaa Penghasilaa Pegawai di

[ingkungan Pemerinta]r Kabupaten Solok Selatan, agar

Pemberian Tamba,han Penghasilan dapat lebih objektif dan

berkeadilair serta sesuai dengan aturan yang berlaku;

bahwa berdasarkan amanat Perafr rran Menteri Dalam Negeri

Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedomal Teknis Pengelolaal

Badan Layan.h U-l,* Daerah, sebagaimana tela,h ditetapkan

dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2017

tentang Pedomar Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit

Umum Daerah Solok Selatan, yang mengamanatkan bahwa

Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola Rum4h Sakit dan Pegawai

RSUD dapat dibenxan gaji, tunjangan tetap, honorarium,

insentjf, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun yang

terdapat da-lam biaya pegawai di biaya operasional yang

bersumber dari Pendapatal BLUD;
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PERATURAN BUPATI SOIbK SELATAN
NOMOR 2? TAHUN2Ol8

I

: ' TENTANG

PERUBAI{AN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Menimbang



c,

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada hunrf a dan huruf b, perlu melakukan Pembahan Atas

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pemberian

Tanbatran Penghasilan Pega'wai pitittgtr+San Penrerintah

Kabupaten Solok Selatan dengan Pegh{an Bupati;

Undang-Undang Nomor 28. Tahua 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangaa

I$gqr"'(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lcqbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukal

Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan

I(abupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

153, Tambahan.L.:mbaran Nqgara Republik Indonesia Nomor

4348);

Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4a38);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

146, Tambahan kmbaran Nelara Republik Indonesia Nomor

44521;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang'undalgan (l,embaran Negara Republik

Indonesia 201I Nomor 82, Tambahal l,cmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
,F:

Undang-Undang Nomor 5 Tahrrn 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara itepublik Indonesia Tahun 2014
i '. 
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Nomor 6, Tambahao Lembaran Negara Republik hdonesia

Norhor 5494);

8. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Reprrblik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, teraklr.ir

dengan Undang-Undang fiomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubalran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pernerintahan Daerah (Itmbaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2015 Nomor.58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5479);

9. Peraturan Pemerintah Nomor ?$, .T*t"" 2005 tenta-ng

Pengetolaan Keuaagan Badan Layanan Umurn (I*mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Perahrran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

'ib+, Tambaian kmbararr Negara Republik Indonesia Nomor

4586) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentsng Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8 tentang Guru

(Irmbararr Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor

107, Tambatran Lembaran l,{egri" Republik Indonesia Nomor

6058);

12. Perahran Pemerintah Nomor, 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

eegawh Negeri Sipil (I*mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O10 Nomor 74, Tambahan [ambaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata

cara femberian dan pemanfaatan insentif pemuagutal Pajal<

Daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Noriror 119, Tambahan lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Perahtran Pemerintah Noinor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Presiasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (l*mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor L2L'

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Ildonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambatran kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

16. perdturan presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan

penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahart

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)

17. Perahrran Menteri Dalam Negeri lNomor 13 Tahun 2006

tentarg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah'

sebagaimana telah d"iubah beberapa kati terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Penrbaha;r Kedua Atas Peratura! Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun

2011Nomor31O);

18. Perauran Menteri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

tayanan Umum Dacrah;

19. Perah:ran.Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan

Departemen Daiam Negeri Dan Pemerintah Daeratr;

20. Perahrran Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analis

jabatan;

21, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional

Umu.sr Pegawai Negeri SiPil;
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MenetaPkan

22. Peraturan Menteri Kesehatal Nomor 28 Tahtu 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

23. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tgntang Pembenhrkan Produk Hule:m Daerah;

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016

Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri

Sipil Di Lingtn-rngan Instansi Pemerintatr;

25. Perahrran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23

Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;

26. Perahrran Badan KepegawAian Negara,fepublik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti

Pegawai Negeri SiPil;

27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun

1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Irmbaga Pemerintah;

28. Perahrran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

29. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tatrun 2O17

rcntang pedoman pengelolaar.r keuangan BLUD Rumah sakit

Umum Daerah Solok Selatan;

30. Peraturarl Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2017

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungaa Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAI.I BUPATI TENIANG PERUBAHAN ATAS PERATI.JRAN

BT.IPAII NOMOR 41 TAHUT{ 2017 TEMANG PEMBERIAN

TA]vIBAHAN PENGHASIIAN PEGAWAI NEGERI SIHL DI

LINGKUNCTAN PEMERINTAH'r<aSUPATEI'I SOIOK SELATAN'

Pasal I

Beberapa letenttran dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor

41 Tahur 2017 tentang Pemberian Tambatran Penghasilan Pegawai

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatar (Berita

5
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Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 4i) diubah

sebagai berikut:

''lKetentuan Pasat 6 Ayat (1), Ayat l2l dan Ayat (6) diubah, Ayat
',t
(5) dan Ayat (7) dihapus, dan ditambahkan 6 (enarn) Ayat

yalni Ayat (9), Ayat (10), iiat (11),'Avat (12), Avat (13), dan

Ayat (14), sehingga Pasal 6 berburryi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) TPP diberikan kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Solok

Selatan yang bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah

Kabupaten Solok Selatan dan pegawai yang berasal dari luar

pemerintah Kabupaten Solok Selatar yalg dipekerjakan atau

diperbantukan di Lingkungal Instansi Pemerinta'h Kabupaten

Solok Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

(21 TPP tidak diberikan kepada: , , tl

Pegawai yang mendapatkal Hukuman Disiplin tingkat

berat tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahua;

Pegawai yErrg mengambil Masa Persiapan Pensiun;

Pegawai'yang berstatus Penerima Uang tunggu;

Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar

instansi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Pegawai yang berstatus tersangka yarrg ditahan oleh

pihak aparat Penegak hukum;

Pegawai yang berstatus. terpidana atas kejahatan pidana

umum dan/atau kejahatal jabatan;

Pegawai yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan

Negara;

Pegawai yang diberhentikan sementara;

Pegawai yang sedang menjaiani Cuti Besar, Cuti Sakit

lebih dari 6 (enam) bulan serta Cuti Melahirkan anak

Keempat dan anak berikutnYa;

Pgga*,ai yang sedang melalsanakan tugas belajar;

Pegawai yang telah memperoleh tunjangan sertifrkasi

gurg, kepala sekolah, darr Pengawas sekolah dari

a.

b.

c.

d.

e

f.

ctE'

h.

1

j
k.
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lrrgi"rurr Pendapatan dan Belania Negara atau telah

memili\osertliratBendrdllKdante\dnmerre$!&\rsJarat

menenmq. tuniangan Protesi gu:ru;

l. Pegawai yang telah memperoleh tambahan penglrasilart

pendidikan atau Tunjangan Khusus dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, apabila jumlah yang

diterima sarna atau lebih dari besaran TPP;

m. Pegawai piridahan dalam masa menunggu penempatan di

instansi Daer:'h Pemerirrtatr Kabupaten Solok Selatarr;

n. Pegarrai yang tidak ditunjuk oleh pejabat berwenarg'

akan tetapi masih meng:asai aset milik pemerintah baik

aset birgerak maupun aset tidal< bergerak yang

seharusnya dikemba-lilcan kepada Negara atau daerah;

i.' eega*ai yang bekerja darr ditugaskan sebagai Sekretaris

Nagari yang *.t'ei*a tunjangan jabatan dan

penghasilan lainnya dari Anggaran Pendapatan darr

Belanja Nagari;

(3) TPP dapat diberikan kepada Pegtwai yang mengambil cuti

selain sebagaimala dimaksud pada ayat (2) sepanjang

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undargan yang

mengatur cuti Pegawai, dengan tetap memperhitungkan aspek

prestasi kerja.

(4) Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan darr PNS/CPNS

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok

Selatan dapat memilih menerima tambahan penghasilan atau

insentif Pqmungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan Pertrndang-undalgan'

(s) Dihapus

Pegawaj di

Kabupaten

(6) tingkungaa Rumah Sakit milik Pemerintah

Sotok Seiatan (RSUD) diberikan Tambaha-n

Penghasilan dalam bentuk tunlangan tersendiri yang dihitung

berda.sarkan kemampuan pendapatan BLUD dan kemampuan

keuangan Daerah dan selanjutnya ditetapkan dengan

'Peratirran BuPati'

,.{t 7-



17)

(8)

(e)

Dihapus,

Dokter CPN$ y,ang melakSsnakanitugas pelayanan sebagai

dokter diberikan tambahan . penghasilan sebesar 80 o/o

(delapan puluh persen) dari besaran tamtahan penghasilan

sesuai dengan jabatan fungsional tertentu tingkat Pertama'

Pegawai pada unit Kerja Puskesmas diberikan Tambahan

Penghasilan Pegawai (TPP) dari aspek perilaku ke{a yang

bersumber dari APBD dan Jasa Pelayanan Kesehatan yang

bersuober dari dana lkPitasi.

(10) Pegawai sebagai Pela-ksana Manajemen BLUD UPT Puskesmas

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan menerima

Tambahan Penghasi-lan Pegawai (TPP) sebagai Pelaksana pada

Perangkat daerah dan menerima Jasa Pelayanan Kesehatan

yang bersumber dari dana Kapitasi'

jf fl fega*ai yang bekeria t'ran ditugaskan sebagai Pj' Wali Nagari

dan menerima tuojangan jabatan dari '{nggaran Pendapatan

dan Belanja Nagari diberikan TPP sebesar aspek prestasi kerja

yang dicapai dalam melatcsanakan tugas pada instansi

induknya.

Pegawai yang telah memperoleh tambahan penghasilan

pendidikan dan/ atau Tunjangan Khusus dari Anggarart

Pendapatan dan Belanja 'Negara apabila jumlahnya kurang

dari besaran TPP maka diberikan sebesar selisih kurang TPP

yang seharusnya diterima;

Pegawai yang wajib tetapi belum menyampaikan Laporan

Harta Kekayaar Penyelenggara Negara (LHKPN), terhitung 1

(sahr) bulan setelah batas wal<tu penyampaiar yang

ditetapkan oleh KPK maka pembayaraa TPP ditunda' sampai

yang bersangkutan menyampaikan LHKPN, dan apabila

sampai dengan al<hir tahun anggaran tidal menyampaikan

LHKPJ'I maka tidak diberikan TPP;

Pegawai yang diberikan TPP dilarang menerima atau

memperoleh segala bentuk honorarium atau insentif atau

(12)

(13)

(14)

-8-



upah dan semacarnnya yang bersumber dari APBD Kabupaten

Solok Selatan, kecuali:

a. Honor narasumber yang berasal dali Dokumen

Pelaksanaan Anggaran kegiatan diluar instansi/unit

kerja Pegawai tersebut;

b. Honor pengelola keuangan yang ditetapkan dengart

Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

c. Honor Tim Pengadaan Baraag/Jasa yang ditetapkan

dengan Peraturan Bupati tenti{g Slandar Satuan Biaya

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;

Ketentuan Pasal 8 Ayat(2!diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Besaraa TPP yarg diterima setiap pegawai dihitung

berdasarkan aspek perilaku kerja dan aspek prestasi kerja'

(2) Persentase pembeiial TPP dialokasikan sebesar 60% (enam

puluh persen) untuk aspek perilaku kerja dan 40olo (empat

puluh persen) untuk aspek prestasi kerja'

3. Ketentuax Pasat 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai

berikul

Pasal 9

Persentase aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (21, didasarkan pada 4 (empat)'indikator, yaitu:

a. Hadir terlambat, tidak mengambil absen pagr karena

kelalaial/lupa atau Tidak Ikut Apel Harian, Apel Gabungan 
'

Upacara dan kewajiban hadir pada kegiatan Pemda Lainnya,

bobot maksim al lO% (sepuluh persen) dengan rincian:

1) Bobot LOo/o (seputuh persen) jika akumulasi

keterlambatar sejumlah kurang dari 2.{dua) jam dan

tidak pernah tidak ikut Apel Harian, Apel Gabungan,

-9



b

Upacara dar, kewajiban hadir pada kegiatan Pemda

lainnya tanpa alasan yang sah (tanpa keterangan) da-tam

satu bulan;

2l Bobot 6% (enam persen) jika alrumulasi keterlambatan 2

(dua) jam sampai 4 (emPat);jam atau tidak mengambil

absen pagi 2 (dua) kali atau Tidak Ikrt Apel Harian' Apel

Gabungan, Upacara, dan kewajiban hadir pada kegiatan

Pemda lainnya tanpa alasan yang sah (tanpa keterangan)

selama 1 s.d 2 kali dalam satu bulal;

3) Bobot 4olo (empat persen) jika akumulasi keterlarnbatan 4

(empat) jam sampai dengan 7 (tujuh) jam 30 (tiga puiuh)

menit atau tidak mengambil absen pagl 3 (tiga) kali

dalam satu bulan atau Tidak Ikut Apel Hariaa, Apel

Gabungari, Upacara dan kewajiban hadir pada kegiatan

Pemda lainnya tanpa alasan ''yang sa.h (tanpa

keterangan) selama 3 (tiga) kali dalam satu bulan; dan

4) Bobot 0% (nol persen) jika akumulasi keterlambatan

lebih dari 7 (tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit, tidak

mengambil absen pa8' lebih dari 3 (tiga) kali atau Tidak

Ikut Ajlel Harian, Apel Gabungan, Upacara, dan

kewajiban hadir pada kegiatan Pemda lainnya taapa

alasan yang sah (tanpa keterangan) selama 4 (empat) kali

atau lebih dalam satu bulaa.

Pulang lebih cepat/meninggalkan tugas kedinasan' tidak

mengambi-l absen siang dan/atau absen sore karena

kelalaian/lupa bobot maksimal 10olo (sepuluh persen) dengan

rincian:

1) Bobot 10% (sepuluh persen) jika akumulasi pulang lebih

cepat/ meninggalkan tulas kedinasan nol jam dalam satu

bulan;

2l Bobot 8% (delapan persen) jika akumulasi pulang lebih

cepat/ meninggalkan tugas kedinasan kurang dari 2 (dua)

jam dalam satu bulan;

-10-
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3) Botrot 60lo (enarn Persen) jika:

- AkLlmulasi pulang lebih cepat/meninggalkan tugas

kedinasan 2 (dua) jam sampai dengan 4 (empat) jam

dalam 1 (satu) bulan, dan/atau

- Tidak mengambil absen siang 2 (dua) kali d6166

satu bulaa, dan / atau

Tidak mengambitr<absen Pulang 2 (dua) kali dalam

satu b'rlal; :''

4) Bobot 4olo (err. at Persen) jika:

- atumutasi pulang'lebih cepat/meninggalkan tugas

kedinasan lebih dari 4 (empat) jam sampai dengan 7

(tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam safir bulan'

dan /atau
- Tidak mengambil absen siang 3 (tiga) kali dalam

satu bulaa, dan/atau

- Tidak mengambil absen sore 3 (tiga) kali dalam satu

bulan.

5) Bobot 0olo (nol Persen) jika:

- Akumulasi pulang lebih cepat/.meninggalka-n tugas

kedinasan lebih dari 7 (tujuh) jam dan 30 (tiga

puluh) menit dalam satu bulan, dan/atau

Tidak mengambil absen siang lebih dari 3 (tjga) kafi

dalam satu bulan, dan / atau

Tidak mengambil absen sore lebih dari 3 (tiga) kali

dalam satu bulan.

Tidak masuk kerja, bobot maksimal 2Oo/o (dtaa puluh persen)

dengqn rincian:

1) Bobot2g%o (dua puluh.Persen) jika tidak masuk keda nol

had dafam satu bularu

2) Bobot 1,5olo (lima belas persen) jika tidal< masuk kerja 1

(satu) hari atau 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam

satu bulan;

Bobot 107o (sepuluh persen) jika tidak masuk ke4a 2

(dua) hari atau 15 (lima belas) jam dalam satu bulan;
3)
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4)

bulan. I i ln disrplin sesuai dengan ketennlart
Tidak mendaPat hulnrmt

peraturan perundang-unda$gq!,,,;ygnS berlalnr' bobot

maksimal 20% (dua puluh peisen)' dengan rincian:

1) Bobot 20o/o (dua puluh persen) iika tidak mendapat

hukumarr disiplin dalam satu bulan;

2l Bobot 15o/o (lima belas persen) jika mendapat hukuman

disiplin bentuk teguran lisan dalam satu bulan dal/ atau

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (tanpa

keterangan) selama 5 (Iima) hari kerja secara kumulatif

dari awal tahun/ Bulaa Januari;

3) Bobot 10% (sepuluh persen) jika mendapat hukumart

disiplin bentuk tegurarr tertulis dalam satu bulan

dan/ atau tidak mastik keda tanpa alasan yang sah

(tanpa keterangan) selama 6 (enam) s'd 10 (sepultth) hari

kerja'secara kumulatif dari awal tahun/ Bulan Januari;

4) Bobot 5olo (lira persen)'jika mendapat hukuman disiplin

pemyataan tidal puas secara tertulis dalam sahr bulan

dan/atau tidak masuk kerja tanpa atasan yang sah

(tanpa keterangan) selama 11 (sebelas) s'd 15 (lima belas)

hari kerja secara

Januari; dan

kumulatif dari awal tahun/Bulan

5) Bobot 0olo (nol persen) "selama 3 bulan jika mendapat

hukumarr disiplin sedaag dan/atau tidal< masuk keda

tanpa alasan yang sah (tanpa keterangan) lebih dari 15

(lima belas) hari kerja senara kumulatif dari awal

tahun/ Bulan Januari'

Ketenfllan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi

sebagai be rikut:

Bobot 5% (lima persen) iika trdak masuk kerla diatas 2

(dua) hari dt^., l"bih da'ri 15 (lima belas) jam dalam sanr

4

Pasal 10

(1) Aspek prestasi kerja pegawai yang melaksanakan program 5

(lima) hari kerja didasarkan'pada 2 (dua) indikator:
-t2-
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a. Pelaksanaan tugas Pegawai sesuai SKP (tugas pokok dan

tugas tambahan berdasarkan perintah atasan/ pimpinan

yang berkaitan dengan urusar kedinasan)' bobot

maksioal 35% (tiga puluh lime persen) dengan rincian:

1) Bobot 35% (tiga Puluh tima persen) jika

melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas

(SKP) paling sedikit 16 (enam belas) hari kerja dan

paling sedikit 120 (seratus dua puluh) jam kerja

dalam satu bulan;

2l Bobot 30% (tiga puluh persen) jika melalsanakaa

kegiatan ying merupakan tugas (SKP) paling sedikit

14 (errrpat belas) hari kerja dan paling sedikit 105

(seratus lima) jam dalam satu bulan'

3) Bobot 25o/o (dua Puluh lima persen) jika

mclaksanakan kegiatan yang mempakal tugas

(SKP) paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja dan

paling sedikit 90 (sembilan puluh) jam keda dalam

satu bulan;

4l Bobot 20% (dua puluh persen) jika melaksanakan

kegiatan yang merupakan tugas (SKP) paling sedikit

10 (sepuluh) hari kerja dan paling sedikit 75 (tujuh

puluh tima) jam kerja dalam satu bulan; dan

5) Bobot 10% (septrluh persen) jika melaksanakaa

kegiatan yang merupakan tugas (SKP) kuraag dari

10 (sepuluh) hari kerja dan hrang dari 75 (rujuh

puluh tima) jam keq'a dalarn satu bulan'

6) Bobot 07o (nol persen) jika tidak membuat dan

menyampaikan laporan kerja harian dal/ atau

rekapin'iasi laporan harian kepada atasarl langsung

untuk kemudian disampaikan kepada Kepala

Perangkat Daerah melalui pengadministrasi TPP

sesuai wakru Yang ditentukal;

Ketepatan waktu penyampaian rekapitr:lasi laporal

harian pegawai, bobot maksimal 5olo (lima persen) dengan
b

-13-
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1) Bobot 5% (lima persen) jika waktu menyampaikarr

laporan pada hari Perlana kerja bulan berikutnya;

2\ Bobot 4% (empat persen) jika waktu menyampaikan

laporfn nada hari kedua kerja bulan berikutnya;

3) Bobot 3% (tiga persen) jika wakru menyarnpaikar

laporan pada hari ketiga rerja bulan berikutnya;

4) Bobot 2o/o' (dua persen) jika waktu menyampaikan

laporan pada hari'keempat kerja br:lan berikutnya;

dan

5) Bobot 0% (nol persen) jika waktu menyampaikan

Iaporan peda hari kelima kerja bulan berikutnya

(tidak menYamPaikan laPoran)'

(21 Aspek prestasi. kerja pegawai yang melaksanakaa program 6

(enam) hari kerja didasarkan pada 2 (dua) indikator:

a. Pelaksanaaa tugas pegawai sesuai SKP (tugas pokok darl

tugas tambahan berdasarkan perintatr atasan / Pimpinan

yang berkaitan dengan urusan kedinasan)' bobot

maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dengan rincial:

1) Bobot 35% (tiga Puluh lima persen) jika

melaksanal<al kegiatan yang merupakan tugas

(SKP) pafing sedikit 20 (dua Puluh) hari kerja darl

paling sedikit 120 (serahrs dua puluh) jam ke{a

dalam satu bular;

2l Bobot 30% (tiga puluh persen) jika melaksanakaa

kegiatan yang merupakan tugas (SKP) pding sedikit

18 (delapaa belas) hari kerja dan pding sedikit 105

(seratus lima) jam dalam satu bulan'

3) Bobot 25o/o (dua puluh lima persen)

mela.ksanalan kegiatan yang merupakarr

jika

tugas

(SKP) 
:paling sed'ikit 16 (enam belas) hari keda dan

paling s:dikit 90 (sembilaa puluh) jam kerja dalam

satu bulan;

4) Bobat 2OYo (dua pr:luh persen) jika melaksanalan

kegiatan yang merupa'kan tugas (SI(P) paling sedikit

14 (sepuluh) hari kerja dan paiing sedikit 75 (tujuh

-14-
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s)

pu\u&r lrnoa) iam keqa dalam satu buiani dan

Bobot 10o/o (sepuluh persen) iika melaksanakan

kegiatan yang merupakan tugas (Sl{P) kurang dari

14 (sepuluh) han kerla atau hrrang dan 75 (t\riuh

puluh lima) jam kerja dalam satu bulan'

Bobot 0% (nol persen) jika tidak membuat dan

menyampaikan laporan kerja harian dan/ atau
6)

tL̂'

rekapitulasi laporan haria:r kepada atasall lalgsung

untuk kemudian 'disampaikan kepada Kepala

Perangkat Daerah melalui pengadministrasi TPP

sesuai wakhr Yang ditenhrkan;

Ketepatan waktu penyampaiin rekapitulasi laporan

harian pelawai, bobot maksimat 5% (lima persen) dengan

rincian:

1) Bobot 5% (lima persen) jika walchr menyampaikan

laporan pada hari pertama ke{a bulan berikutnya;

2) Bobot 4o/o (empat persen) jika walctu menyampaikan

laporan pada hari kedua kerja bulan berikutnya;

3) Bobot 3% (tiga persen) jika wal<tu menyampaikan
; hporan pada hari ketiga kerja bulan berikutnya;

4l Bobot 2ok (dua t'ersen) jika waktu menyampaikan

laporan pada hari keemPat kerja bulan berikutnya;

dan

5) Bobot 0olo (nol persen) jika walrhr menyampaikan

laporan pada hari kelima kerja bulal berikutnya

(tidak menYamPaikan laPoran)'

Ketentuan Pasal 12 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (a) diubah,

diantara Ayat.(2) dan Ayat (3) disisipkaa 1 (satu) ayat yakni

Ayat (2A) 4aI1 fitqmbalk4n 1 (satu) Ayat yakni Ayat (5),

sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasa] 12

{1) Keten-tuan waktu kerja pegawai bagi Perangkat Daerah yang

melaksaaakan Program 5 (lima) hari keq'a dengan waktu

bekerja sela-oa 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh)

5

.i
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menit dalam seiiringgu ditetapkan sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai dengan hari' Itamis waktu kerja

dimuiai dari Pukul 07.30 M8 sarapai dengan 16'00 W1B'

. dan waktu isrrahat siang pada Pukul 12'00 WIB sampai

dengan 13.00 WlB; dan

b. Hari Jumat wakEu kerja dimulel pada PuktrJ 07'30 WIB

lr s:ampai dengan Pukul 16.30 WIB, dan waktu istirahat

siang pada Pukul 12.00 WIB sampai dengan Pulnrt 13'30

WIB.

(2) Ketentuan wakttr kerja pegawai bagi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang melaksaaakan

Program 6 (enam) hari kerja dengan waktu bekeda selama 37

(tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga putuh) menit dalam

seminggu ditetaPkar:

a. Hari Senin sampai dengan hari lhmis waktu keda

dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan 14' 15 wIB;

b. Hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 07'30 WlB

samPai dengan Pukr:l 11.30 WIB;

c. Hari Sabtu waktu kerja dimulai pada Pukul 07'30 WIB

samPai dengan Pukul 14.00 WIB'

(2A) Ketentuan w+tu kerja bagi pegawai di lingkungan sekolah

melaksanakan program 6 (enam) hari kerja dengan waktu

total bekerja 40 (empat puluh) jam termasuk waktu istirahat 2

(dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu ditetapkan:

a, Hari Senin sampai dengan hari Kamis waktu kerja

dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul

14.00 wIB.

b. I{ari Jum'at wakru kerja dimulai dari pukul 07'00 WIB

samPai dengaa Pukul:"12.00 WIB.

c. Hari Sab-tu waknr kerja dimulai dari pulrul 07'00 wIB

sa.nrpai dengan Pukul 14.00 WIB.

(3) Ketentuan walrlu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (-l), ayat (2), dan ayat (2A) dikecualikan pada saat bulan

puasa (bulan suci ramadhaa), YmE akan diatur lebih lanjut

berpedomal pada ketentttan peraturan perundang-undangart
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yangberlaku

(4) Ketentuan wakhr keqa pegawai, dan wakhr perekaman

alat/mesin khusus untuk Perangkat Daerah pelayanan publik

yang oeneraPkan kerja shift atau penugasan kerja khusus

diatur lebih lanjut oleh kepala Perangkat Daerah' dengart

jurnlah jam kerja tidak boleh lurang 1* a,J (tiga puluh tujuh)

jam dan 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu dan dalam

menetapkan jam kerja serta wakhl

mendapatkan persetujuan Sekretaris

BKPSDM.

(5) Pegawai yang melaksanakan tugas dengan waktu kerja shift

wajib memenuhi ketentuan hari keda dan waktu kerja dan

tidak dibenarkan tekerja shift secara bera:rut-turut untuk

memenuhi jumla-h minimal jam kerja per minggu sehingga

mendapatlan hari libur lebih lama dari yang seharusnya'

perekaman wajib

Daerah melalui

6 ketentuan Pasal 14 Ayat ,(4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7)

diubatr, diantara Ayat (5) aL eyat (6) disisipkan 1 (sanr) ayat

1'al<ni Ayat (5A) dan ditambahkan 4 (empat) Ayat yalni Ayat

(8), Ayat (9); Ayat (10) dan A1'at (11), sehingga Pasal 14

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Setiap Pegawai wajib rekam kehadiran dengan menggunakan

alat/mesin rekam kehadiran elektronik pada masing masing

unit kerja.

(2) Kewajiban rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak berlaku untuk Pegawai yang melaksanakan tugas

belajar, atau dituga skal secara tetaP dilapalgan yalg tidak

memungkinkan r.rnruk melakukan absensi pada Peraagkat

Daerah temPat tugas sehingga diberikan dispensasi tetap

tidak melaksanakan rekam kehadiran elektronik pada masa

penugasan.

(3) Bagi Pegawai pada Perangkat Daerah yang belum memiliki

alat/mesin rekam kehadiran elektronik, maka absensi

kehadiran dilakukar: secara maaual, Sebagaimana Format
' -17 -
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absensimarrualtercanhmdalaml,ampiranM,l.ampiranMl

dan Lampiran MII Peraturan Bupati ini'

(4) Perqkaman kehaditan sebagaimana dimaksud pada ayat' (t)'

wajib ditalnrkan gebanyak 3 (tiga) kali bagi Peranglat Daerah

yang menyelenggarakan 5 (liiria) hari ker3a yaitu:

a. Pada Pagi hari mulai pukul 06'aS WIB sampar dengan

pulnrl 07.30 WIB;

b. Pada siang hari senin s.d Kamis mulai pulnrl 12'00 IUIB

samPai dengan Pukul 13.00 WIB

c, Pada Sore hari Senin's.d Kaois mulai pukul 16'00

WIB;dan

d. Pada siang hari Jum'at mulai pukul t2'OO WIB s'd pukul

13.30 WIB

e. Pada Sore hari Jum'at mulai pukr:l 16'30 WIB'

f. Pegawai instansi daerah/unit kerja yang wajib mengikuti

Apel Gabungan dihalaman Kantor Bupati setiap Hari

Senin melakukan perekaman absen paling lambat pukul

O9.OO WIB dikecualikan apabila peLaksanaan Apel

Gabungaa melebihi waktu normal;

Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib dilakukan sebanya-k 2 (dua) kali bagi Perangkat Daerah

yang mela}sanal€n 6 (enam) hari kerja yaitu:

a. Hari Senin 5ampai dengan Sabtu pada pagi hari pukul

.06.30 WIB sampai dengan pukul 07'30 WIB;
ll

b:' Hari Senin sampai dengan Karnis pada siang hari pukul

14.15 WIB sampai dengan pukul 16'00 WIB;

c. Hari Jumat pada siang hari pukut 11'30 WIB sampai

dengan Pukul 13.30 WIB; dan

d. Hari Sabtu pada siang hari pukul 14'00 WIB sampai

dengaa Pukul 16'00 WIB.

(5A) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib dilakukan sebanya-k 2 (dua) kali bagr pegawai

dilingkungan sekolah yang melaksanakan 6 (enam) hari ke{a

yaitu:

(s)

- 18 -
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a. Hari Senin sampai dengan Sabtu pada pagi hari pukul

06.30 WIB sampai dengan pukul O7'00 WIB;

b. Hari Senin sampai dengan Kamis pada siang hari pukul

14'OO WtB sampai dengan pukui 16'00 WIB;

c. Hari Jumat pada siang hari pukul 12'00 WIB sampai

dengan Pukul 13'30 WIB; dan

d. Hari Sabtu pada siang hari puln'r1 14'00 WIB sampai

dengan Pukul 16'00 WIB'

(6) Pegawai yang tidak melakukan absen karena melakukan

tugas diluar kantor dibuktikan dengal surat penugasan'

harus di konfrrmasi oleh oPerator alat/mesin rekam

kehadiran secara manual'

l7l Apabila mesih rekam kehadiran elektronik tidak daPat

dipergunakan karena alasan teknis, maka Kepala Perangkat

Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah membuat berita acara

kerusakan/kendala teknis dan kondisi mesin rekam

kehadiran elehronik dan melampirkan dafta' hadir Pegawai

secara terttrlis (marrual).

(8) Kepaia Perangkat Daerah/'unit kerja bertangguag jawab

menyediakan darr memelihara/ mengamankaa mesin rekam

absen elektronik agar terhindar dari kerusakan dan gangguan

oknum/pihak yang tida} bertanggungiawab'

(9) Setiap kerusakan mesin elelrtronik wajib dilakukan upaya

perbaikan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja paling

lama i (satu) bulan kalender terhitr:ag sejak tedadi

kerusakarl, apabila pada bulan berikutnya tidak ada

perbaikan maka aspek prilaku kerja untuk bobot terlambat

dan pulang .cepat tidal< dapat diperhitungkan/diberikan

kepada pegawai pada perangkat daerah/unit kerja tersebut;

(10) Pegawai pada urrt kerja yang telah memiliki mesin absen

elektronik tetapi tidak melakukan perei<aman absen secara

plektronik tidak dapat diberikan TPP.

(11) Perangkat Daerah/unit kerja yang belum memiliki mesin

absen elektronik pada saet Peraturan ini ditetapkan, ma'ka
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7

Kepala Perangkat Daerah/Unit Keqa wajib

mengadakan/menyediakan mesin elektronik paling lambat

bulan Desember 2018 dengan menganggarkannya pada

masing-u:asing Perangkat Daerah/Unit Kerja, apabila sampai

batas walrhr yarlg ditetapkan Perangkat Daerah/Unit Keda

belum melaksana l'.an absen elektronik maka aspek prilaku

keda pegawai pada perangkat Daerah/Unit Kerja tersebut

tidak dapat diberikan.

Ketentuan Pasal 16 diubirh, sehingga Pasal 16 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 16

Pegawai yang sedang cuti sesuai dengan yang dimaksud pada

Pasal 6 Ayat (3) dan iztn tidak masuk kantor karena sakit

(dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter maksimal 1 (saru)

hari dalam satu bulan apabila lebih harus dengan surat cuti)

dikategorikan masuk kerja sebagaimana dima-ksud da-lam Pasal 9

huruf c dengan mengurangi aspek prestasi kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 hurufa dikecualikaa bagi pegawai yalg

melaksanakan cuti ta,hunal tidak mengurangi prestasi keq'a.

Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) diubah, sehingga Pasa-l 19

berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka *,*:S"j'verifikasi terhadap hasii

pengukuran kinerja, dan rhenangani pengaduan dari Pegawai

yang dinilai maupun Pejabat yang menilai, serta memberikan

masukan dan saran untuk peningkatan sistim pemberian TPP

dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan Keputusan

Bupati Solok Selatan.

(21 Keanlgotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a

l

:).ii

I
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a.

b.

9.

d.

e..

Badan Kepegawaial dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia KabuPaten Solok Selatan;

Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Perangkat Daeratr yang menangani urusan pengelolaan

keuangan daerah; dan

Perangkat Daera,h yang menangani urusan organisasi

perangkat daerah dan Hukum Daerah.

Perangkat Daerah lainnya yang dianggap perlu da.rr

berkepentingan.

9 Ketentuan Pasal 22 Ayat (3) diubah, dan diantara Ayat (2) dan

Ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yalni Ayat (2A), sehingga

Pasr'J22 berbqnyi sebagai berikut:

Pasal22

(1) TPP dibayar sebanyak 12 (dua belas) kali setiap tahun'

(2) Permintaan'pembayaran uang TPP di4iukan pada bulan

berikutnya paling lambat pada setiap tanggal sepuluh, kecuali

unnrk bulan Des;.nber dapat diajukan pada bulal befalaa

dimulai tanggal20 (dua Puluh).

(2A) Pembayaran TPP bulan Desember sebagaimana dimalcsud

pada Pasal (2) dapat dibayarkan 100%, dan perhitungan

capaian prilaku kerja dan prestasi kerja pegawai untuk bulan

Desember tersebut dikompensasikan pada pembayaran TPP

bularr Jaluari tahun berikutnya. Contohnya: pegawai A

sesuai hasil perhitungan Capaian TPP oleh Pengadministrasi

TPP memperoleh total capaian prilaku dan prestasi kerja

buial desember sebesar 960lo, sedangkan TPP Desember

sudah dibayarkan 100% (kelebihan bayar sebesar 4o/o pada

'*ulan Desember), kemudian pada bulan Januari tahun

berikutnya PgBawai A memperoleh capaian prilaku dan

prestasi kerja sebesar 98o/o maka pada pembayaran TPP bulan

Jaauari tahurr berikutnya Pegawai A mendapatkan

p"rrgut"oga. total capaian prilaku dan prestasi kerja sebesar

4% sehingga menjadi 94o/o pada Bulan Januari tahun

berikutnya.
-21 -
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Rumus sebagai berikut;

Total Capaian - (100% - Total Capaian
Prilaku' dan Prilaku dan Prestasi
Prestasi Ke:ja Kerja Bulan Desember
bulalJanuari Tahunscbelumnya))

(3) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP diteta'pkan

sebagai berikut:

a. Pejabat penanggung jawab mengajul<an Surat

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui

Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Perangkat

Daerah.

b. Surat Permintaan Pembayararr Langsung (SPP-LS)

dilampiri dengan;

1. Daftar perhitungan uang TPP yang telah disahkan

Pejabat Penaaggung Jawab;

"i:., 2. DaJtar Rekapitulasi K;hadiran Kerja;

3. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Apel;

4. lrmbar Verilftasi Rekapitulasi Kehadiran dari

BKPSDM;

5. Sural Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari

KePala OPD.

6, Amprah Pembayaran tambahan penghasilan,

tunjangan khusus dan Jasa Pelayanan Kesehatal

yang diterima dari sumber lainnya'

(4) Daftar perhitungan uang TPP untuk Pejabat Eselon II pada

Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah,

sedangkan Dafrar perhitufrqan uang TPP unhrk Perangkat

Daerah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah'

(5) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

sebagaimand tercanhrm dalam Lampiran IX Peraturan Bupati

1nr
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Peran rran Bupati lni muJai berlaku pada tanggal ditetapkan'

.tgar sietiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu'ndangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatarrnya dalam Berita Daerah

Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padarg Aro

4 \ar& 2018

SELATAN,

Diundaagkaa di Padang Aro

da taJl egal Tlr,ate!- 2018

DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 2)
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